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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan
kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi. Lahan berfungsi sebagai
tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang
pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam. Penguasaan
dan penggunaan lahan mulai beralihfungsi seiring pertumbuhan populasi dan
perkembangan peradaban manusia. Hal ini akhirnya menimbulkan permasalahan
kompleks akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan
teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media
bercocok tanam, berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi
nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi lahan. Fenomena ini
tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius. Implikasi alih fungsi lahan
pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan
bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial (Igbal dan
Sumaryanto, 2007). Dampak alih fungsi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian
menyangkut dimensi yang sangat luas. Hal itu terkait dengan aspek-aspek perubahan
orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Arah perubahan ini secara

langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi,
1



tata ruang pertanian, serta prioritas-prioritas pembangunan pertanian wilayah dan
nasional (Winoto, 1995; Nasoetion dan Winoto, 1996).

Perubahan penggunaan lahan dapat dapat terjadi karena adanya perubahan
rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena
mekanisme pasar. Dua hal terakhir terjadi lebih sering pada masa lampau karena
kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang
wilayah. Alih fungsi dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara meluas sejalan
dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan
melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri
dalam penyediaan tanah (Widjanarko, dkk, 2006).

Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan
menjadikan lahan-lahan pertanian berkurang di berbagai daerah. Lahan yang semakin
sempit semakin terfragmentasi akibat kebutuhan perumahan dan lahan industri.
Petani lebih memilih bekerja di sektor informal dari pada bertahan di sektor
pertanian. Daya tarik sektor pertanian yang terus menurun juga menjadikan petani
cenderung melepas kepemilikan lahannya. Pelepasan kepemilikan lahan cenderung
diikuti dengan alih fungsi lahan (Gunanto, 2007). Pertumbuhan perekonomian
menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan
pemukiman. Kondisi demikian mencerminkan adanya peningkatan permintaan
terhadap lahan untuk penggunaan nonpertanian yang mengakibatkan banyak lahan

sawah, terutama di sekitar perkotaan, mengalami alih fungsi. Alih fungsi lahan juga



dapat terjadi oleh karena kurangnya insentif pada usahatani lahan sawah yang diduga
akan menyebabkan terjadi alih fungsi lahan ke tanaman pertanian lainnya.

Permasalahan tersebut diperkirakan akan mengancam kesinambungan
produksi beras nasional. Isu alih fungsi lahan sawah perlu mendapat perhatian karena
beras merupakan bahan pangan utama. Ketergantungan pada impor beras akan
semakin meningkat apabila isu alih fungsi lahan sawah diabaikan. Pasar beras
internasional bersifat thin market, artinya ketergantungan terhadap impor sifatnya
tidak stabil dan akan menimbulkan kerawanan pangan yang pada gilirannya akan
mengancam kestabilan nasional (Ilham, dkk, 2003). Pemilik lahan mengalihfungsikan
lahan pertaniannya untuk kepentingan nonpertanian oleh karena mengharapkan
keuntungan lebih. Secara ekonomis, lahan pertanian, terutama sawah, harga jualnya
tinggi karena biasanya berada dilokasi yang berkembang. Namun, bagi petani
penggarap dan buruh tani, alih fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak
bisa beralih pekerjaan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya
kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang pelik.

Masalah alih fungsi lahan dapat diatasi bila pemerintah daerah sangat ketat
dalam hal penataan ruang. Pemerintah harus tegas dalam melarang pembangunan
perumahan dan industri yang hendak menggunakan lahan di kawasan pertanian. Alih
fungsi lahan dapat dicegah dengan menjadikan sektor pertanian sebagai lapangan
usaha yang menarik dan bergengsi secara alami. Alih fungsi lahan yang terjadi tanpa
kendali dapat menimbulkan persoalan ketahanan pangan, lingkungan dan

ketenagakerjaan (Syahyuti, 2007).



1.2 Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari semua uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan
dianalisis adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi
menjadi tanaman kelapa sawit terhadap kecukupan pangan di Pasaman Barat
2. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi
menjadi tanaman jagung terhadap kecukupan pangan di Pasaman Barat
3. Apa sajakah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menahan
laju penurunan produksi padi/tanaman pangan akibat alih fungsi lahan di

Pasaman Barat

1.3  Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan
dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman
pangan/padi menjadi tanaman kelapa sawit terhadap kecukupan pangan di
Pasaman Barat

2. Untuk mengetahui pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman
pangan/padi menjadi tanaman jagung terhadap kecukupan pangan di

Pasaman Barat



3. Untuk merumuskan implikasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh
pemerintah untuk menahan laju penurunan produksi padi/tanaman pangan

akibat alih fungsi lahan di Pasaman Barat

1.4  Manfaat Penelitian
Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari

penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis
Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui pengaruh alih
fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman sawit dan

jagung terhadap ketahanan pangan di Pasaman Barat

2. Manfaat teoritis
Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan
sebagai landasan atau pangkal tolak bagi penelitian di bidang yang sama di

masa yang akan datang.

1.5  Hipotesis
Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya

mengenai masalah yang sedang dipelajari. Hipotesis merupakan sarana penelitian




yang penting dan tidak dapat ditinggalkan karena merupakan instrumen kerja dari
teori. Satuan hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang
menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang dimaksud adalah
suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk sementara waktu dianggap benar dan
mungkin tanpa keyakinan agar bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis, dengan cara
ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenaran dengan menggunakan data
empiris dari hasil penelitian. Berdasarkan tujuan di atas, maka dapat ditarik hipotesis
sebagai berikut :
1) Perubahan produksi kelapa sawit akibat alih fungsi lahan pertanian
berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap produksi padi
di Kabupaten Pasaman Barat.
2) Perubahan produksi jagung akibat alih fungsi lahan pertanian
berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap produksi padi

di Kabupaten Pasaman Barat.

1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bagian. Adapun sistematikanya adalah
sebagai berikut:
BAB 1 PENGANTAR
Bab ini mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah
dan hipotesis. Selain itu bagian ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA.
Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai teori-teori yang mendukung
penelitian, pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan

masalah penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN
Bab ini berisi uraian mengenai cara dan langkah- langkah yang dilakukan dalam

penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM
Bab ini menjelaskan perkembangan daerah penelitian baik dari sektor ekonomi,
sektor pertanian, perkembangan lahan, serta keadaan geografi, penduduk dan

Produk Domestik Bruto (PDRB).

BAB V HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan analisis hasil, intrepetasi data, pembahasan dari penelitian

serta implikasi kebijakan.

BAB VI PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, dan saran
berdasar hasil penelitian terhadap perekonomian Indonesia dalam kaitannya

dengan tujuan penelitian.




BAB 11

TINJAUAN LITERATUR

2.1  Landasan Teoritis
2.1.1 Alih Fungsi Lahan

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai
konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari
fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi
dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih
fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain
disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk
memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya
tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan
dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi
dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan
juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh
faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan
penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu
kehidupan yang lebih baik. Irawan (2005) mengemukakan bahwa konversi lahan
lebih besar terjadi pada lahan sawah dibandingkan dengan lahan kering karena
dipengaruhi oleh tiga faktor, perrama, pembangunan kegiatan non pertanian seperti
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komplek perumahan (real estate), pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri lebih
mudah dilakukan pada tanah sawah yang lebih datar dibandingkan dengan lahan
kering. Kedua, akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan
produk padi maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada
daerah tanah kering. Ketiga, daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah
konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah
tanah kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan.
Sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi,
maka terjadi perubahan alokasi sumberdaya, khususnya sumberdaya lahan sulit
dihindari.

Akibat tidak diperhatikannya skala prioritas alokasi penggunaan sumberdaya
lahan, maka terjadi pula konflik alokasi sumbedaya lahan untuk penyediaan sumber
pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman. Sumaryanto, dkk (2001)
menyatakan bahwa terjadinya konversi lahan sawah sangat dipengaruhi oleh
permintaan terhadap lahan menurut sektor perekonomian, yaitu penggunaan untuk
non pertanian dan pertanian. Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian
menunjukkan jumlah yang lebih besar dibanding ke penggunaan pertanian lainnya,
seperti untuk perumahan (real estate), zona industri, sarana dan prasarana serta
penggunaan lainnya. Data luas konversi lahan sawah menurut periode, sampai saat ini
diyakini belum ada yang akurat, dan bervariasi antara satu sumber data dan sumber

lainnya.
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Hal ini diungkapkan juga olehnya bahwa faktor utama yang menyebabkan
terjadinya kondisi demikian adalah:

(1) Belum adanya koordinasi antara instansi dalam pendataan masalah sawah,

(2) Masing-masing instansi cenderung mengungkapkan data lahan yang sesuai

dengan kepentingannya sendiri, misalnya Dinas Pengairan, PU cenderung
menerbitkan data luas sawah irigasi teknis yang lebih besar dari fakta di
lapangan agar anggaran pemeliharaan irigasi menjadi lebih besar lagi,

(3) Setiap instansi menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda dalam

memonitor perkembangan luas lahan.

Konversi lahan sawah biasanya dilakukan secara langsung oleh petani pemilik
lahan sawah ataupun tidak langsung oleh pihak lain. Sebelumnya diawali dengan
transaksi jual beli lahan sawah. Proses konversi lahan sawah pada umumnya
berlangsung cepat jika akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan
sektor ekonomi lain yang menghasilkan surplus ekonomi (land rent) jauh lebih tinggi,
seperti untuk pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan (real estate), dan
sebagainya. Untuk pemenuhan kebutuhan mendasar (prasarana umum yang
diprogramkan pemerintah, atau untuk lahan tempat tinggal pemilik lahan yang
bersangkutan). Proses konversi lahan sawah cenderung berlangsung lambat jika
motivasi untuk mengubah fungsi terkait dengan degradasi fungsi lahan sawah,
misalnya akibat kerusakan jaringan irigasi sehingga lahan tidak dapat difungsikan

lagi sebagai lahan sawah (Gunanto, 2007).
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2.1.2 Bid - Rent Theory

Teori Lokasi Von Thunen adalah pelopor dalam kelompok Teori Bid-rent
yang mula-mula muncul pada abad ke-19 di Jerman. Struktur ruang pada waktu itu
umumnya bersifat “monocentric”, dimana pada setiap wilayah merupakan daerah
pertanian dalam arti luas. Petani bertempat tinggal secara tersebar di wilayah ini dan
melakukan kegiatan pertanian untuk menghasilkan komoditi yang dapat dikonsumsi
sendiri dan atau untuk dijual. Hasil produksi yang akan dijual dibawa ke pusat
perdagangan yang merupakan kota kecil dimana si tuan tanah bertempat tinggal.
Sedangkan perdagangan antar daerah pada waktu masih sangat terbatas, kalau tidak
dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Struktur ruang yang bersifat monocentric ini
adalah seperti terlihat pada gambar 2.1. tentunya dalam kenyataannya struktur ruang
monocentric tersebut dapat sedikit bervariasi dibandingkan dengan gambar 2.1, dan
bahkan adakalanya bersifat “multicentric”.

Gambar 2.1 Struktur Ruang Monosentrik

4

CBD

Dalam menjabarkan teorinya Von Thunen mebuat langkah-langkah secara
sistematis yaitu:

1. Merupakan asumsi dan permasakahannya
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2. Persoalan Von Thunen dengan harga konstan:
a. Satu jenis tanaman
b. Berbagai jenis tanaman
3. Persoalan Von Thunen dengan masalah yang dihadapi yaitu persoalan
yang menyangkut dengan masalah harga tanaman yang berubah-ubah:
a. Sejenis tanaman
b. Berbagai jenis tanaman
4. Merumuskan kembali model Von Thunen sebagai suatu programming
model.
a. Kasus dengan harga tanaman yang konstan
b. Kasus dengan harga tanaman yang berubah-ubah
Berdasarkan struktur ruang yang sangat sederhana tersebut Von Thunen
menyusun Teori Lokasi khusus untuk pemilihan dan analisa lokasi kegiatan
pertanian. Pada teori ini, faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi atau
penggunaan tanah (land-use) adalah tinggi rendahnya sewa tanah (land-rent).
Biasanya sewa tanah ini akan semakin tinggi bila mendekati pusat kota dan akan
semakin rendah bila jauh dari pusat kota. Sedangkan pemilihan lokasi akan
ditentukan oleh kemampuan membayar sewa tanah (bid-rent) yang dapat dihasilkan
dari penggunaan tanah yang bersangkutan. Lebih jelasnya, bid-rent tersebut akan
ditentukan oleh besarnya hasil produksi yang diperoleh serta biaya-biaya yang harus
dikeluarkan baik untuk kegiatan produksi maupun ongkos angkut hasil produksi ke

pasar.
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a. Kasus 1 Jenis Tanaman

Untuk memudahkan penjelasan tentang ide dari Teori Lokasi Von Thunen, maka
formulasinya dimulai dengan kasus yang paling sederhana yaitu untuk kasus 1 jenis
tanaman saja. Analisa dimulai dari tujuan utama kegiatan pertanian yang dikelola
secara swasta yaitu untuk mencari keuntungan yang maksimum. Sehubungan dengan
hal ini, maka analisa akan dimulai dengan fungsi keuntungan yang dapat ditulis
sebagai berikut:

r=pQ-aQ-QTk)-R K
Ataw 7=Q@-a)-QTK-R®

Dimana Q adalah jumlah produksi komoditi pertanian yang dapat dihasilkan per
unit sedangkan p dan a masing-masing adalah harga produk dan biaya produksi rata
per unit. 7(k) dan R(k) masing-masingnya adalah ongkos angkut dan sewa tanah
(land-rent) yang keduanya dipengaruhi oleh jauh dekatnya jarak (k) ke pasar.

Dengan mengasumsikan bahwa pasar bersifat kompetitif, dalam jangka
pendek, keuntungan akan cenderung positif karena pada saat itu belum banyak
saingan yang menanam komoditi yang sama. Kondisi ini akan merangsang pengusaha
lain untuk ikut menanam modal dalam usaha ini karena keuntungan yang cukup
besar. Akibatnya, tingkat keuntungan akan cenderung menurun, sehingga dalam
jangka panjang akan tercapai kondisi equilibrium dimana keuntungan menjadi nol.
Dalam keadaan demikian, maka:

Q(p-a)-QTk —Rk) =0
Sehingga:  R*(k) = Q(p—a)—Q T(k)
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dimana R*(k) adalah bid-rent yang menunjukkan kemampuan untuk membayar sewa
tanah dari hasil pemanfaatan tanah yang bersangkutan. Karena itu persamaan (2.2)
dinamakan sebagagai persamaan bid-rent yang merupakan variabel penting dalam
Teori Lokasi Von Thunen.

Pemilihan lokasi yang optimal untuk usaha pertanian komoditi tertentu akan
ditentukan oleh perbandingan bid-rent sewa tanah yang berlaku di pasaran.
Berdasarkan prinsip ini, maka bila R*(k) > R(k), yaitu kemampuan membayar sewa
tanah (bid-rent) lebih besar dari sewa tanah di pasaran (land-rent), maka lahan
tersebut layak digunakan karena akan dapat memberikan keuntungan. Ini berarti juga
bahwa lokasi optimal kegiatan pertanian tersebut adalah pada lahan yang
bersangkutan. Sebaliknya, bila R*(%) < R(k), maka lahan tersebut tidak layak
digunakan atau kosong, karena penggunaannya akan mengakibatkan kerugian.

Logika sederhana ini dapat pula dipresentasikan dengan menggunakan grafik
2.2 Kurva AB yang mempunyai kemiringan negatif adalah Kurva bid-rent.
Sedangkan garis horizontal merupakan Kurva Sewa Tanah yang dianggap tetap
berdasarkan harga pasar. E adalah titik keseimbangan antara R*(k) dan R(k). daerah
sebelah kiri titik E adalah menunjukkan R*(k) > R(k) yang berarti daerah dari titik 0
sampai dengan titik k* adalah layak ditanami. Sedangkan daerah sebelah kanan titik
E adalah menunjukkan R*(%) < R(k) yang berarti kurang layak untuk ditanami dari
sudut pandang ekonomi. Tentunya dalam hal ini diasumsikan bahwa tanah yang
bersangkutan secara teknis layak ditanami sedangkan keputusan untuk

pemanfaatannya ditentukan oleh pertimbangan ekonomi.
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Gambar 2.2

Penentuan Lokasi Kegiatan Pertanian dan Kelayakan Penggunaan

Lahan
R*(k)
A
A
Kura Bid-rent (R*(k))
R(k) E Kurva Sewa Tanah
]
I
|
|
I -
0 'y B k

Dalam keadaan keseimbangan (equilibrium), bid-rent akan cenderung sama
dengan land-rent, atau R*(k) = R(k). Alasannya adalah bila R*(k) > R(k), berarti
keuntungan yang dapat diperoleh dalam penanaman suatu komoditi masih sangat
besar, sehingga hal ini akan mendorong para pengusaha lainnya untuk juga ikut
menanam komoditi yang bersangkutan. Bila hal ini terus terjadi, maka jumlah
penawaran komoditi hasil produksi usaha tersebut akan semakin banyak di pasaran
sehingga harga akan cenderung menurun. Keadaan ini selanjutnya akan menyebabkan
tingkat keuntungan dan bid-rent juga akan turun sehingga dalam jangka panjang
R*(k) = R(k). Sebaliknya akan terjadi bila R*(k) < R(k). Berdasarkan hal ini, Teori
Lokasi bid-rent menyatakan bahwa sebidang lahan akan ditanami dengan suatu

komoditi bila bid-rent sama dengan /and-rent, atau R*(k) = R(k). Secara grafis, hal
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ini berarti bahwa dalam keadaan keseimbangan (equilibrium) kurva bid-rent akan
sama dengan kurva land-rent.
b. Kasus 2 Tanaman

Tentunya dalam kenyataan sebidan tanah (lahan) dapat ditanami oleh berbagai jenis
tanaman yang membutuhka jenis dan kesubura tanah yang sama. Karena itu, Teori
Lokasi Bid-rent yang lebih lengkap memasukkan pula kasus lebih dari satu jenis
tanaman. Untuk memudahkan analisa, marilah kita ambil kasus 2 jenis tanaman dapat
ditanam pada sebidang lahan. Dengan demikian persamaan bid-rent pada persamaan
2 menjadi:

Ri*(k) = Qi(pi—a) - Qi T (k), i=12
Tentunya, dalam hal ini akan terdapat dua persamaan bid-rent. Dengan demikian
dalam keadaan keseimbangan, Von Thunen bahwa sebidang tanah akan ditanami
dengan komoditi yang bid-renmya tertinggi. Dengan demikian : bila R, *(k) > R;
*(k), lahan tersebut layak ditanami dengan tanaman 1, R; *(&) < R, *(k), lahan
tersebut layak ditanami dengan tanaman 2.

Keadaan ini akan menjadi lebih jelas bila dilihat gambar 2.3. kurva R; *k)
menunjukkan kurva bid-rent tanaman 1 sedangkan R, *(k) adalah kurva bid-rent
untuk tanaman 2. Titik potong S menunjukkan kondisi dimana bid-rent dari kedua
tanaman tersebut sama. Karena itu lahan dimulai dari titik 0 sampai dengan titik k*
layak ditanami dengan tanaman 1 karena tanaman ini mempunyai bid-rent yang lebih
besar. Sedangkan lahan yang dimulai dari titik k* sampai dengan titik D akan layak

ditanami dengan tanaman 2 karena bid-rent nya sudah sama dengan nol sehingga
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tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi pengusaha. Grafik 2.3
mempresentasikan penentuan lokasi kegiatan pertanian untuk kasus 2 jenis tanaman.
Gambar 2.3
Penentuan Lokasi Kegiatan Pertanian Untuk 2 Jenis Tanaman
R*(®)

A

R(k)

Tanaman 2

Z
v

2.1.3  Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menggambarkan jumlah output
maksimum yang dapat dihasilkan dari suatu set faktor-faktor produksi tertentu dan
dengan tingkat teknologi tertentu pula. Secara teoretis dianggap bahwa setiap
petani/produsen mempunyai fungsi produksi sesuai dengan kegiatan produksi yang
dilakukan. Fungsi produksi yang dimaksud dirumuskan sebagai berikut.

Q=f(TM,L,S)

Keterangan: Q = jumlah produksi fisik total,

T = luas tanah,
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M = jumlah modal.
L = jumlah tenaga kerja,
S = skill.

Lebih lanjut perbedaan di dalam penggunaan faktor-faktor produksi dan
macam usaha tani dapat menyebabkan petani memiliki fungsi produksi yang berbeda-
beda. Bila fungsi produksi tersebut di atas kemudian disederhanakan, yaitu dengan
mengasumsikan bahwa hanya tanah yang mempengaruhi oufput dan faktor selain
anah dijaga konstan. Penyederhanaan yang demikian menyebabkan fungsi produksi
dirumuskan:

Q=1f(T).

Fungsi produksi yang dimiliki dalam setiap kegiatan usaha tani dapat

diestimasi berdasarkan data yang dimiliki. Selanjutnya fungsi produksi ini dapat

digambar dalam bentuk Gambar (Mubyarto, 1979).
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Keterangan: PT = produksi total,

PM = produksi marginal,

R
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dan PR = produksi rata-rata
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(1) I dan II = tahapan produksi yang kurang efisien secara teknis
(2) 11 = tahapan produksi yang efisien secara teknis

Pada Gambar 2.4 diperlihatkan tahapan kegiatan produksi mulai dari titik 0 ke
kenan pada sumbu datar. Bagi setiap kegiatan produksi, hukum alam yakni kenaikan
hasil yang makin berkurang (law of diminishing return) bagaimanapun akan berlaku.
Peningkatan penggunaan tanah antara 0-T1 kenaikan hasil mula-mula bertambah
dengan makin bertambahnya penggunaan tanah. Pada jarak ini kurva PT, PM, dan
PR mengalami kenaikan dengan pesat. Kemudian pada penggunaan tanah antara T1-
T2 terlihat bahwa kurva PT, PR kenaikannya tidak terlalu drastis, sedangkan kurva
PM setelah mencapai tingkat maksimum selanjutnya menurun.

Pada pertambahan penggunaan tanah antara T2T3 tampak bahwa kurva PT
tetap meningkat, tetapi dengan pertambahan yang semakin mengecil dan dapat
mencapai tingkat maksimum, sedangkan kurva PM terus menurun dan dapat
mencapai nol. Sebaliknya, pada saat itu kurva PR masih mengalami peningkatan,
bahkan dapat mencapai tingkat maksimum dan kemudian kurva PR pun kembali
menurun. Tahapan terakhir ini dikatakan sebagai tahapan produksi yang efisien
secara teknis, yakni jika kegiatan berproduksi tersebut berada di sekitar penggunaan
tanah antara T2-T3. Jika kegiatan produksi melebihi penggunaan tanah T3, maka
tampak kurva PT justru menurun, demikian pula kurva PM menurun dan mencapai
nol pada saat kurva PT mencapai tingkat maksimum. Pada saat yang sama kurva PR
terus mengalami penurunan dan penurunan kurva PR ini tidak pernah sampai

memotong sumbu datar.
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2.1.4 Teori Produksi Pertanian

Produksi adalah jumlah hasil. Dalam usaha tani guna memperoleh hasil
produksi, petani melakukan usaha pengkombinasian faktor-faktor produksi yang
dimiliki, seperti luas tanah, modal seperti pupuk, obat-obatan, bibit, dan lain-lain,
tenaga kerja, keahlian. Produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi,
seperti luas tanah untuk memperoleh hasil produksi per hektare. Produksi dan
produktivitas ditentukan oleh banyak faktor, seperti kesuburan tanah, varietas bibit
yang ditanam, penggunaan pupuk yang memadai, baik jenis maupun dosis,
tersedianya air dalam jumlah yang cukup, teknik bercocok tanam yang tepat,
penggunaan alat-alat produksi pertanian yang memadai, dan tersedianya tenaga kerja
(Ace Partadiredja, 1980).

Dalam kondisi nyata luas dan kesuburan tanah yang dimiliki petani adalah
berbeda-beda, demikian pula keadaan lingkungan kehidupan sosial ekonomi mereka.
Dengan perbedaan yang ada maka usaha tani dapat dikelompokkan menjadi sebagai
berikut.

a. Usaha tani yang bersifat subsisten, yakni dengan ciri-ciri sebagai berikut.

(1) Produksi subsisten (subsistence production) dengan tingkat komersial

yang rendah dan produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga

sendiri.

(2) Tingkat kehidupan subsisten (subsistence living), yakni yang berhubungan

dengan kemampuan memenuhi tingkat kebutuhan hidup yang minimum.
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b. Usaha tani yang bersifat seperti sebuah perusahaan (farm bussines) dengan

ciri-ciri sebagai berikut:

(1) Pengalokasian biaya disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

(2) Pencapaian tingkat efisiensi teknis (penggunaan tenaga kerja dan modal)

agar diperoleh kuantitas produksi yang optimum dan pencapaian tingkat

efisiensi ekonomis, yakni laba yang maksimum (Warton. Jr dan Cliffton,

1969).

Walaupun ada perbedaan seperti yang diuraikan di atas, di balik itu ada pula
kesamaan di antara petani ini, yakni mereka memandang pertanian sebagai suatu
sarana pokok untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu melalui hasil-hasil

produksi pertanian (Mosher, A.T.1996).

2.2  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan

Sesuai dengan dinamika pembangunan, baik di berbagai negara di dunia
maupun di negara kita penyebab perubahan penggunaan lahan dapat diidentifikasi
secara rinci von Thunen (dalam Nugroho ef al, 2004) memberikan gambaran tentang
perubahan tataguna lahan dapat terjadi karena faktor-faktor berikut ini.

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai kenaikan nilai tambah
perusahaan (industri). Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh besar dan cepat
terhadap perubahan alih fungsi lahan, karena faktor lain seperti inersia dan per luasan

lahan industri untuk membentuk suatu zona transisi memerlukan waktu lama. Padahal
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tingkat permintaan lahan di luar zona transisi makin meningkat sebagai akibat
kecenderungan tumbuhnya sub-perkotaan.

b. Biaya Transportasi

Pengaruh penurunan biaya transport sangat dirasakan oleh industri yang
berlokasi jauh dari pusat bisnis (Central Bisnis Distrik), sehingga kenaikan land rent
relatif tinggi dan dapat mendorong relokasi serta tumbuhnya sub-perkotaan.

c. Perubahan Teknologi

Terjadinya perubahan teknologi menuju lebih hemat, praktis dan canggih
secara umum mempengaruhi pengurangan peranan central bisnis distrik (CBD), dan
sebaliknya mendatangkan keuntungan bagi wilayah yang jauh dari CBD. Akibatnya
permintaan lahan di luar pusat kota meningkat, sehingga meningkatkan /and rent dan
menurunkan kepadatan di CBD.

d. Perubahan Citra dan Nilai

Permintaan lahan di luar CBD meningkat bukan karena kesan negative
tentang pusat kota seperti kekumuhan dan kriminalitas, sedangkan di luar CBD
tersimpan nilai-nilai sosial, yaitu kualitas lingkungan yang baik dan sumber tenaga
kerja yang relatif lebih banyak dan murah.

e. Faktor Pendapatan

Kenaikan pendapatan mempengaruhi individu dalam meningkatkan
pengeluaran untuk perumahan dan merealisasikan keluarga tunggal. Keadaan ini
dengan sendirinya dapat meningkatkan permintaan lahan di luar pusat kota dan

mengakibatkan turunnya kepadatan penduduk.
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Banyaknya faktor yang mempengaruhi konversi lahan sesuai tuntutan
dinamika pembangunan seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa
pembangunan selayaknya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi belaka namun
perlu mempertimbangkan dampak yang diakibatkannya secara komprehensif. Dengan
pola pembangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan alam sekitarnya, tentu

saja akan meningkatkan potensi yang ada dan meminimalkan dampak negatifnya.

2.3  Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian (sawah) ke penggunaan nonpertanian dapat
berdampak terhadap turunnya produksi pertanian, serta akan berdampak pada dimensi
yang lebih luas dimana berkaitan dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi,
sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dalam penelitian Rahmanto, dkk (2002) alih
fungsi lahan sawah juga menyebabkan hilangnya kesempatan petani memperoleh
pendapatan dari usahataninya. Menurut Sudirja (2008) alih fungsi lahan pertanian
bukan hanya sekedar memberi dampak negatif seperti mengurangi produksi beras,
akan tetapi dapat pula membawa dampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja
baru bagi sejumlah petani terutama buruh tani yang terkena oleh alih fungsi tersebut
serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Irawan dan Friyatno (2005) proses alih fungsi lahan pertanian pada
tingkat mikro dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan pihak lain. Alih
fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain secara umum memiliki dampak yang

lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi
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lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama
ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Alih fungsi lahan yang dilakukan
oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui pelepasan hak pemilikan lahan
petani kepada pihak lain yang kemudian diikuti dengan, pemanfaatan lahan tersebut
untuk kegiatan non pertanian. Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masalah
pengadaan pangan pada dasarnya terjadi pada tahap kedua. Namun tahap kedua
tersebut secara umum tidak akan terjadi tanpa melalui tahap pertama karena sebagian
besar lahan pertanian dimiliki oleh petani. Oleh karena itu pengendalian pemanfaatan
lahan untuk kepentingan pengadaan pangan pada dasarnya dapat ditempuh melalui
dua pendekatan yaitu:

1. Mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain, dan

2. Mengendalikan dampak alih fungsi lahan tanaman pangan tersebut terhadap

keseimbangan pengadaan pangan.

Konversi lahan sawah mempunyai dampak positif dan negatif. Konversi lahan
sawah menjadi lahan perumahan (real estate) dan industri, misalnya merupakan
masalah nasional yang memberikan berbagai dampak, terutama terhadap ketahanan
pangan, berkurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian (tenaga kerja yang
berlatar belakang pertanian mempunyai kesempatan kecil memasuki lapagan kerja di
bidang industri), dan terhadap lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Widjanarko, dkk (2006) terkonsentrasinya pembangunan perumahan (real estate) dan

industri di Pulau Jawa, di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di sektor
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nonpertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan

dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dampak negatif tersebut antara lain :

1.

Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi,
yang mengganggu tercapainya swasembada pangan serta mengakibatkan
bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian. Apabila
tenaga kerja tidak terserap seluruhnya akan meningkatkan angka
pengangguran.

Investasi pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana pengairan
menjadi tidak optimal pemanfaatannya.

Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan
maupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan
perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah
diperoleh, sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya

juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan lahan.

24 Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagai terjemahan dari food security telah dibahas secara

mendalam pada pertemuan-pertemuan internasional sejak terjadinya krisis pangan

yang melanda dunia pada awal tahun 1970-an. Pada waktu itu pengertian ketahanan

pangan lebih difokuskan pada masalah penyediaan pangan dalam kuantitas yang

sesuai dengan kebutuhan pangan di suatu Negara. Swasembada pangan merupakan

indicator utama yang digunakan untuk mencerminkan kondisi ketahanan pangan di
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suatu Negara. Oleh karena itulah pada tahun 1970-an seluruh Negara berusaha untuk
mencapai swasembada pangan dan pada tahun 1984 Indonesia memperoleh
penghargaan dalam siding FAO di Roma karena dinilai berhasil membangun
ketahanan pangannya akibat tercapainya swasembada beras (Irawan et al., 1999).

Setelah krisis pangan berlalu, pengertian tentang ketahanan pangan terus
mengalami perkembangan sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
Kondisis swasembada pangan mulai diragukan sebagai satu-satunya indicator ketahan
pangan suatu Negara. Hal ini dikarenakan pengalaman di Negara-negara yang
dianggap telah mencapai swasembada pangan seperti KorepSelatan (1976), Filipina
(1977), dan Indonesia (1984), menunjukkan bahwa kondisis swasembada pangan
tidak selalu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk di
Negara yang bersangkutan, terutama bagi kelompok penduduk miskin. Disamping
itu, kekurangan pangan yang diindikasikan dari mengalirnya impor pangan, seringkali
masih terjadi khususnya apabila terjadi gangguan produksi pangan akibat berbagai
factor seperti iklim yang buruk, bencana alam, peningkatan serangan hama dan
penyakit, konversi lahan pertanian, dan sebagainya.

Dengan demikian, disadari bahwa kondisi ketahanan pangan tidak cukup
hanya diukur dari kondisi swasembada pangan di tingkat Negara karena hal tersebut
belum menjamin terjadinya kecukupan pangan sepanjang waktu bagi seluruh lapisan
masyarakat. Sejak itu konsep ketahanan pangan terus berkembang dan
disempurnakan sesuai dengan permasalahan pangan yang dihadapi di berbagai

Negara. Pengertian ketahanan pangan yang mencangkup aspek lebih luas dan bersifat
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universal dicetuskan dalam siding komisi Ketahanan Pangan FAO pada tahun 1991
yang mendefinisikan bahwa: “ketahanan pangan adalah suatu kondisi ketersediaan
pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat, dan setiap individu memiliki
akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun secara ekonomik™ (Soetrisno,
1998). Berdasarkan definisi tersebut, maka permasalahan substantive ketahanan
pangan tidak hanya mencangkup aspek kuantitas ketersediaan pangan secara
memadai, tetapi menyangkut pula aspek stabilitas ketersediaan pangan menurut
waktu dan aspek aksesbilitas penduduk terhadap bahan pangan yang dibutuhkan.
Berbagai hasil konferensi internasional tentang gizi yang disponsori oleh FAO
dan WHO di Roma pada tahun 1992, aspek gizi mulai dimasukkan kedalam konsepsi
ketahanan pangan (Soetrisno,1998). Aspek gizi yang dimaksud meliputi tiga hal
yaitu: kecukupan jumlah, mutu dan keragaman pangan, serta keamanan pangan bagi
kehidupan yang sehat. Keragaman pangan dikaitkan dengan masalah kecukupan gizi
makanan, karena setiap jenis pangan umumnya memiliki keunggulan dalam zat gizi
tertentu tetapi memiliki keterbatassan dalam kandungan zat gizi lainnya. Dengan pola
konsumsi pangan yang beragam, maka zat gizi makanan yang dikonsumsi penduduk
akan semakin beragam pula, sesuai dengan kebutuhan fisiologi manusia.
Perkembangan pemikiran tentang ketahana pangan di Indonesia tidak terlepas
dari perkembangan yang terjadi di tingkat dunia. Sampai dengan akhir Pelita V
masalah ketahanan pangan masih diukut dari aspek kuantitas ketersediaan pangan
secara nasional yang diukur dari kondisi swasembada pangan. Konsepsi ketahanan

pangan dengan cakupan aspek yang lebih luas baru dicetuskan pada Pelita VII
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melalui Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dimana ketahanan pangan
didefinisikan sebagai: “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman,
merata dan terjangkau”. Makna terjangkau dalam pengertian ini adalah bahwa setiap
individu memiliki kemampuan untuk mendapatkan bahan pangan baik secara fisik
maupun secaara ekonomik (aksesbilitas ekonomik). Sedangka katersediaan pangan di
pasar atau di tingkat rumah tangga, yang dapat diperoleh dari hasil produksi sendiri
atau membeli di pasar.

Berdasrkan definisi tersebut diatas maka ruang lingkup ketahanan pangan
dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu:

1) Dimensi ruang lingkup ketahanan pangan yaitu lingkup nasional, daerah ddan
rumah tangga yang terkait dengan aspek kuantitas ketersediaan pangan

2) Dimensi waktu dan musim yang terkait dengan aspek stabilitas ketersediaan
pangan sepanjang waktu, dan

3) Dimensi social ekonomi rumah tangga yang terkait dengan akses aksesbilitas
rumah tangga terhadap bahan pangan, aspek kualitas konsumsi pangan, dan
aspek keamanan pangan.

Soetrisno (1998) berpendapat bahwa ketahanan pangan di tingkat nasional
atau daerah dapat diartikan sebagai agregasi ketahanan pangan pada tingkat rumah
tangga. Namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan Simatupang (1999), yang
mengemukakn bahwa lingkup ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga

tingkat individu pada dasarnya merupakan suatu hirarki dengan aspek ketahanan
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pangan yang tidak selalu sama untuk setiap tingkatan hirarki. Ketahanan pangan di
tingkat nasional, regional atau local tidak selalu menjamin ketahanan pangan di
tingkat rumah tangga akibat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Dalam
kaitan ini masalah kelancaran distribusi pangan juga memiliki peranan penting agar
bahan pangan yang tersedia dapat diakses oleh seluruh kelompok rumah tangga

miskin.

2.5  Penelitian Terdahulu

Fanny Anugerah K (2005) dalam penelitannya yang berjudul ” Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non
Pertanian Di Kabupaten Tangerang” mengatakan bahwa Dampak kerugian akibat
konversi lahan sawah yang terjadi di Kabupaten Tangerang diantaranya yaitu rata-
rata kehilangan produksi padi per hektar lahan sawah yang terkonversi selama
sepuluh tahun (1994-2003) adalah sebesar 35.881,05 ton atau sekitar 3.588,11 ton per
tahun Secara tidak langsung terjadinya alih fungsi lahan sawah juga memberikan
manfaat yaitu peningkatan penerimaan daerah yang diperoleh dari peningkatan pajak.
Peningkatan status lahan sawah menjadi lahan kering untuk perumahan atau industri
berarti peningkatan nilai pajak yang diterima pemerintah daerah. Semakin besar nilai
kumulatif pajak bumi dan bangunan maka semakin besar pula kontribusi terhadap
penerimaan pemerintah daerah tersebut.

Neneng Solihah (2002) dalam penelitannya yang berjudul ” Dampak Alih

Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunan Non Sawah Terhadap Pendapatan Petani Di
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Kabupaten Bogor” menyatakan bahwa alih fungsi lahan sawah menurunkan
pendapatan petani. Persentase pendapatan uasaha tani padai sawah terhadap total
pendapatan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani dan peubah dummy
petani menunjukkan jika seorang petani melakukan alih fungsi lahan sawah maka
pendapatannya akan menurun. Besarnya peranan pertumbuhan kawasan terhadap
peluang alih fungsi lahan sawah harus diimbangi dengan usaha mengurangi
pengangguran tersembunyi di sektor pertanian. Disamping itu pemerintah daerah
perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peraturan pertanahan yang
sudah ada.

Alamsyah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Atas Konversi Lahan Pertanian
Menjadi Pemukiman Di Kota Medan” menyatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi pemilik lahan mengkonversi lahan atau menjual lahan pertaniannya
adalah harga lahan, proporsi pendapatan, luas lahan, produktivitas lahan, status lahan
dan kebijakan pemerintah.

Lily Fauzia ( 2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Alih Fungsi
Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) menyatakan bahwa alih fungsi lahan
pertanian berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sejalan dengan munculnya
berbagai aktivitas ekonomi yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dari

hasil uji chi-square terdapat hubungan yang sangat nyata antara alih fungsi lahan
dengan pendapatan pada a = 1 %.
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Peruhuman Daulay (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “ Konversi
Lahan Komoditi Karet Menjadi Komoditi Kelapa Sawit” menyatakan bahwa

1) perkembangan konversi dari lahan karet menjadi kelapa sawit di Desa Batu
Tunggal diketahui yaitu 66 % dari luas lahan karet konversi menjadi lahan
kelapa sawit

2) Analisis usaha tani yang bersumber dari data sekunder/penelitian
menunjukkan bahwa usaha tani kelapa sawit lebih menguntungkan
dibandingkan usaha tani karet.

3) Faktor-faktor yang memotivasi petani mengkonversi lahan karet ke kelapa
sawit adlah 70 % didominasi oleh faktor coba-coba mengikuti orang lain,

selebihnya disebabkan faktor lain.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang
berbentuk perbandingan antara dua periode waktu yaitu antara tahun 2008 dengan
2009. Smber data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Padang. Dalam
penelitian ini digunakan data kuantitatif, yakni data yang dapat diukur dengan angka.
Data yang dimaksud terdiri atas perubahan produksi tanaman pangan, perubahan
produksi kelapa sawit, dan perubahan produksi jagung.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini
adalah :
1. Riset Kepustakaan (Library Research)
Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan
penelitian ini melalui literatur atau referensi kepustakaan.
2. Riset Lapangan (Field Research)
Pengumpulan data dan informasi secara langsung diperoleh melalui instansi

dan lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2 Pembentukan Model
Untuk memperlihatkan pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman
pangan/padi menjadi tanaman sawit dan jagung terhadap produksi padi di Kabupaten
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Pasaman Barat, dilakukan analisis atau pengujian empiris dengan menggunakan

Model Regresi Linier Sederhana yaitu:

Dimana:
4§ adalah variabel terikat ( dependent variable)
X1, X2 adalah variabel bebas ( independent variabel) atau variabel penjelas (

exsplanatory variable)

3.3 Definisi Operasional

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

D)

2)

3)

Perubahan produksi kelapa sawit adalah perubahan jumlah produksi
kelapa sawit yang mampu dihasilkan pada periode waktu antara tahun
2008-2009(yang diukur dalam ton).

Perubahan produksi jagung adalah perubahan jumlah produksi kelapa
sawit yang mampu dihasilkan pada periode waktu antara tahun 2008-
2009(yang diukur dalam ton).

Perubahan produksi tanaman pangan adalah perubahan jumlah produksi
yang mampu dihasilkan periode waktu antara tahun 2008-2009di sektor

pertanian tanaman pangan, yakni padi yang diukur dengan ton.
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3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Regresi
Linear Berganda. Analisa ini digunakan untuk membahas hubungan antara dua
variabel atau lebih variabel indenpenden. Variabel dependen (terikat) dalam
penelitian ini adalah jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat
(Y) dan variabel independen (bebas) yaitu luas lahan pertanian (X;). Secara

fungsional digambarkan sebagai berikut:

B N N R T . oo ovnasnsunsisraassonnsanysavissns ShnstvomeRass s saRiA (2)
Dimana:
: § = Produksi total tanaman pangan
Bo. B1, B = Konstanta
Xy = perubahan produksi kelapa sawit
X = perubahan produksi jagung
U = Kesalahan pengganggu
Bo... Bo = Konstanta

3.5  Uji Statistik

Pengujian hipotesis ini disebut juga dengan pengujian signifikansi yang
bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen,
dengan cara melakukan analisis regresi linier berganda kuadrat terkecil (Ordinary
Least Square/OLS). Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tahap-

tahap sebagai berikut :
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a. Pengujian t (t-test)
Uji t dilakukan dengan menggunakan t-test, apabila t hitung yang didapat
besar dari T-tabel maka, Ho : B = 0 ditolak dan koefisien f signifikan.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

Dimana :
t adalah t hitung
bi adalah koefisien regresi yang diuji

S adalah simpangan baku bi

b. Pengujian R?
Untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara variabel, perlu dihitung

koefisien determinasi (R?) dengan rumus:

Dimana:
ESS adalah Explained Sum of Square
TSS adalah Total Sum of Square
Semakin besar nilai R* semakin tepat model ini dipakai sebagai alat pengujian

hipotesis.
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c¢. Pengujian F

Uji F adalah uji hipotesis yang membuktikan tingkat keberartian seluruh

variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dengan rumus:

F hita ESS
e SPVURE MPOO - SR SG ,)  SN EN)
ke
Dimana:
k adalah banyaknya variabel
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BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1  Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu dari 19 Kabupaten di Provinsi
Sumatra Barat dan mempunyai luas wilayah 4.248,40 km2 itu. Sejalan dengan
pelaksanaan otonomi daerah, dengan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan
Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maka perencanaan
pembangunan daerah di Pasaman Barat pada hakekatnya adalah pengembangan
wilayah berbasis komoditi perkebunan yang saling terkait antara berbagai aspek
antara lain agro industri, penyediaan sarana dan penataan infrastruktur,

pengembangan kelembagaan, jaringan pemasaran serta dukungan pembiayaan.

Setelah empat tahun mandiri sebagai kabupaten sendiri berpisah dari
Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat pun mulai mengedepankan potensi ekonominya.
Berbagai sektor menjanjikan prospek cerah, tinggal investor yang datang untuk
menggarapnya. Wilayah Pasaman Barat sangat bervariasi. Mulai dari dataran tinggi

hingga pesisir pantai. Daerah ini juga memiliki perkebunan sawit yang luas.
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Pembukaan perkebunan sawit ini pula yang membuat Pasaman Barat berkembang. Di
tahun 80-an, Pasaman Barat masih dikenal sebagai daerah tertinggal, sejak kehadiran
investor daerah ini berkembang menjadi daerah dengan pendapatan tertinggi di
Sumbar. Namun sayangnya perkembangan ini tidak dinikmati seluruh masyarakat.

Persentase masyarakat miskin dan putus sekolah masih tinggi.

Kabupaten ini termasuk dalam daerah yang berkembang cepat dalam
penerimaan PDRB Propinsi Sumatera Barat. Dari perhitungan kontribusi PDRB, sub
sektor yang paling banyak berperan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten
Pasaman Barat adalah sub sektor pertanian. Berkembangnya komoditas perkebunan
secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah dan
juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumbangan PDRB dari tanaman
perkebunan dapat diandalkan dan secara realita pembangunan perkebunan
mempunyai dampak yang jelas terhadap peningkatan pendapatan petani dan

pertumbuhan ekonomi masyarakat Pasaman Barat.

Pembangunan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat Kabupaten
Pasaman Barat baik berupa perkebunan rakyat maupun perkebunan besar, telah
menghasilkan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan suatu pemahaman
bahwa usaha perkebunan sangat berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial
dan ekologi. Dalam aspek ekonomi, usaha perkebunan telah memberi peranan yang
penting antara lain dalam penerimaan devisa negara, sumber ekonomi daerah berupa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber pendapatan n"lasyarakat. Dalam aspek

sosial, usaha perkebunan telah mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, baik

39



sebagai petani pemilik maupun sebagai tenaga kerja. Sedangkan dalam aspek ekologi,
dengan sifat tanaman yang berupa pohon, usaha perkebunan mendukung kelestarian
sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti kelestarian sumber daya air,
penyedian oksigen sebagai sumber kehidupan manusia dan mengurangi degradasi

lahan.

Pembangunan perkebunan yang dikembangkan dilandasi oleh Undang-undang
Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun
2004 tentang perkebunan, yang intinya menggariskan pembangunan usaha

perkebunan adalah :

1. Mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan

yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

2. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata,
mencerminkan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing
dengan basis efesiensi dan menjamin pemanfatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

3. Dalam konteks pembangunan daerah maka membangunan sektor perkebunan
diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang efektif dan kuat,
dengan pemberdayaan pelaku dan potensi daerah, sehingga terjadi pemerataan

pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
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Perkembangan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor,
diantaranya potensi sumber daya yang dimiliki, fasilitas penunjang berupa teknologi
dan modal, serta faktor geografis daerah. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah
satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti
luas sebab daerah ini memiliki tanah yang subur, oleh karena itu Pemerintah Daerah
lebih menitikberatkan pembangunan pada sektor pertanian dengan ditunjang oeh
teknologi tepat guna. Meskipun demikian, pembangunan pada sektor-sektor lainnya
tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah guna dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta pemanfaatan potensi daerah yang sebesar-besarnya.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan
perkebunan karena didukung oleh letak geografis, keadaan iklim dan areal yang luas
dan subur. Pada tahun 2010, jenis tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten
Pasaman Barat adalah Kelapa Sawit dengan luas 150.784,59 Ha dengan produksi
TBS mencapai 3.148.929,02 ton. Kemudian diikuti oleh kakao seluas 11.094 Ha
dengan produksi 7.296,82 ton, karet seluas 7.616 Ha dengan produksi 5.272.2 Ton

dan nilam seluas 1.951 Ha dengan produksi 136,38 Ton (BPS Kota Padang).

Tantangan dalam pengembangan komoditi perkebunan antara lain belum
berkembangnya Industri hilir di dalam negeri, produk perkebunan diekspor dalam
bentuk primer sehingga proses nilai tambah tidak terjadi di dalam negeri. Berbagai
kelembagaan petani yang ada belum mandiri dan berfungsi secara optimal, sehingga
belum mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada. Belum diterapkannya SNI dan

sistem jaminan mutu secara optimal. Peluang pengembangan kakao yang bisa
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dilakukan adalah antara lain peningkatan usaha intensifikasi, rehabilitasi, péremajaan
dan peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil. Pengembangan komoditi
perkebunan melalui perluasan areal di Kabupaten Pasaman Barat kurang mendapat
dukungan dari sub sistem pengadaan sarana produksi dan pengembangan industri
hilirnya, akibatnya kebun yang berhasil dibangun produksinya relatif masih rendah
dan produksinya dipasarkan dalam bentuk produk primer. Kondisi ini membuka
peluang bagi investor untuk berperan dalam upaya peningkatan potensi kebun dan

pengembangan industri hilir.

Komoditas perkebunan merupakan komoditas yang utama untuk di ekspor ke
luar negeri, dan merupakan sumber devisa utama yaitu lebih kurang 65 % dari total
ekspor Pasaman Barat. Perkembangan ekspor tanaman komoditas perkebunan setiap
tahunnya mengalami peningkatan, apalagi pada saat krisis ekonomi komoditas
perkebunan dapat menjadi penyelamat dari defisiensi penerimaan keuangan negara.

Volume nilai ekspor produk perkebunan asal Pasaman Barat cukup tinggi.

4.1.1 Perkembangan Sektor Pertanian

Alihfungsi atau konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit dan
jagung yang marak dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) diprediksikan
akan menurunkan produksi padi di Kabupaten petro dollar ini. Alih fungsi lahan
pertanian menjadi lahan perkebunan terutama lahan sawit dan jagung dalam skala

besar berpotensi pada penurunan produksi padi di Kabupaten Pasaman Barat. Hal itu
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dikarenakan perkebunan sawit dan jagung dinilai lebih menguntungkan daripada
produksi padi.

Tabel 4.1
Produksi Padi tahun 2000-2009 di Kabupaten Pasaman Barat

Tahun | Luas Tanam (Ha) | Produksi ( Ton)
2000 27.083 103.663
2001 22.487 84.906
2002 22.176 116.883
2003 22.266 100.237
2004 29.967 119.172
2005 16.127 77.606
2006 17.529 76.734
2007 14.840 56.487
2008 19.863 100.544
2009 21.511 106.620

Sumber: dinas tanaman pangan dan peternakan Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa produksi padi di Kab.
Pasaman Barat mengalami fluktuasi atau naik turun. Hal ini dapat terlihat dari
produksi padi yang paling tinggi adalah pada tahun 2004 yaitu sebesar 119.172 ton,
sedangkan yang paling sedikit memproduksi padi adalah pada tahun 2006 yaitu

sebesar 76.734 ton.
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4.1.2 Perkembangan Lahan

Pasaman Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten
Pasaman sejak tahun 2005. Sebelum tahun 1990-an, daerah ini dulunya termasuk
salah satu kawasan yang dikenal sebagai sentra produksi pangan, khususnya padi
sawah dan kedelai di Sumatera Barat. Sejalan dengan perkembangan zaman,
perubahan lahan pertanian terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Penurunan luas areal
persawahan sejalan dengan makin meluasnya areal pertanaman kelapa sawit dan
jagung didaerah ini. Pada tahun 2005, luas sawah Kabupaten Pasaman Barat tercatat
16.127 ha dengan luas panen 17.597 ha dan Indeks pertanaman 1,09. Kondisi ini
memberikan pengertian bahwa sebagian besar lahan diusahakan kurang dari 2 kali
tanam setahun.Tingkat produktifitas lahan sawah daerah ini cukup baik dengan rata-
rata produksi 4,4 ton/tahun, namun sebagian petani menggunakan lahan sawahnya
untuk budidaya jagung pada musim kemarau. Petani menganggap usahatani jagung

lebih menguntungkan dibandingkan padi sawah.

Dalam priode tahun 2005-2007 terjadi penurunan luas areal persawahan secara
komulatif sebesar 1.287 ha. Pada kurun waktu bersamaan telah terjadi penambahan
luas areal persawahan di Kecamatan Sungai Aur, Lembah Melintang, Sungai
Beremas, dan Ranah Batahan masing-masing seluas 59, 645, 47, dan 706 ha. Total

penambahan luas lahan sawah pada 4 kecamatan ini sebesar 1.457 ha.



Tabel 4.2
Luas lahan sawah dan pemanfaatannya untuk tanaman jagung di Pasaman

Barat
Tahun 2007.
Kecamatan Lahan sawah | Luas areal | Areal jagung per lahan
jagung (ha) (ha)
(ha) Non sawah | Sawah

1. | Talamau 2.379 260 260 -
2. | Pasaman 2.825 7.708 4954 2.754
3. | Luhak Nan Duo 861 4.710 3.806 904
4. | Sasak Ranah Pasisie 435 951 951 -
5. | Kinali 1.191 13.832 12.581 1.251
6. | Gunung Tuleh 726 413 413 -
7. | Sungai Aur 1.238 357 357 -
8. | Koto Balingka 286 280 236 44
9. | Lembah Melintang 2.379 369 369 -
10. | Sungai Beremas 401 223 223 -
11. | Ranah Batahan 2.119 182 182 -

Jumlah 14.840 29.285 24.332 4953

Keterangan: Indeks pertanaman jagung pada sawah rata-rata 150%

Sumber data: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Pasaman Barat(2007)
dan diolah dari hasil pengamatan lapangan.

Bila diperhitungkan penurunan luas lahan sawah secara keselruhan maka
penambahan lahan baku sawah dalam priode tahun 2005-2007 ini diikuti dengan
pengalihan fungsi lahan secara riil seluas 2.744 ha dan penyusutan lahan ini
menyebar di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, Kinali, Gunung Tuleh,
dan Koto Balingka dengan luas masing-masing sebesar 540 ha, 392 ha, 861 ha, 403
ha, 414 ha, dan 143 ha. Penurunan yang terluas terjadi di Kecamaan Luhak Nan Duo
yang saat ini telah berubah menjadi sentra utama perkebunan kelapa sawit rakyat dan
jagung. Luas lahan sawah yang digunakan untuk areal pertanaman jagung di

Kabupaten Pasaman Barat mencapai 4.953 ha atau setara dengan 33,2% dari luas
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areal sawah. Membaiknya harga jagung yang mencapai Rp. 2.400,- per kilogram akan

lebih menguntungkan dibandingkan usahatani padi sawah.

Tabel 4.3

Perubahan Luas areal sawah dalam periode tahun 2005-2007 di Pasaman Barat

No. | Kecamatan Luas 2005 Luas 2007 Penyusutan
(ha) (ha) (ha/%)

1. | Talamau 2919 2.379 540 (18,5%)
2. | Pasaman 3217 2.825 392(12,2%)
3. | Luhak Nan duo 1.722 861 861 (50%)
4 | Sasak Ranah Pasisie 426 435 1(-)

5. | Kinali 1.594 1.191 403 (25,3%)
6. | Gunung Tuleh 1.140 726 414 (36,3%)
7 Sungai Aur 1.179 1.238 + 59

8. | Lembah Melintang 1.734 2379 +645

9. | Koto Balingka 429 286 143 (33,3%)
10. | Sungai Beremas 354 401 +47

11. | Ranah Batahan 1.413 2.119 +706

Jumlah 16.127 14.840

Sumber data: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Pasaman Barat.
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4.2 Keadaan Geografi

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 16 Kabupaten/Kota yang
ada di propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai wilayah
3.887,77 km? terdiri dari 11 kecamatan dan 19 nagari. Kabupaten Pasaman Barat
dilintasi garis khatulistiwa yaitu pada 0°03’ Lintang Utara sampai dengan 0°11°
Lintang Selatan dan 99°10° Bujur Timur sampai dengan 100°04’ Bujur Timur.
Ketinggian Kabupaten Pasaman Barat antara 0 meter sampai dengan 2.912 meter di
atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung

Talamau dengan ketinggian 2.913 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten paling Barat dari

Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan:

Bagian Utara : Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
Bagian Timur : Kabupaten Pasaman

Bagian Selatan : Kabupaten Agam

Bagian Barat : Samudera Indonesia

Luas kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang terbesar adalah Kecamatan Koto
Balingka 486,51 km” (12,51 %). Luas Kecamatan terkecil berada di Kecamatan Sasak

Ranah Pasisie 123, 31 Km®(3,17%).
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4.3 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil proyeksi Penduduk tahun
2004 berjumlah sebanyak 320.559 jiwa dengan komposisi 161.567 jiwa laki-laki dan
158.992 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 102 jiwa laki-laki setiap 100
jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten

Pasaman Barat.

Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk
terbesar berdomisili di Kecamatan Pasaman yakni 51.654 jiwa. Diikuti oleh
Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 51.393 jiwa dan Kecamatan Lembah
Melintang 37.510 jiwa. Sedangkan kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan jumlah
penduduk 12.497 jiwa merupakan kecamatan terkecil jmlah penduduknya di
Kabupaten Pasaman Barat. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, penduduk
terpadat berada di Kecamatan Lembah Melintang dengan kepadatan penduduk 177

jiwa/Km®. Diikuti oleh Kecamatan Pasaman dengan 133 jiwa/sz.

Pada tahun 2004 jumlah rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak
72.283 rumahtangga. Jika dibandingkan denga jumlah penduduk didapat rata-rata
penduduk per rumahtangga pada tahun 2004 di Kabupaten Pasaman sebanyak 4

jiwa/rumahtangga.
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Tabel 4.4
Jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2004

Kecamatan Jumlah Penduduk
Sungai Beremas 19. 758
Ranah Batahan 21. 003
Koto Balingka 22. 662
Lembah Melintang 37.510
Sungai Aua 27.627
Gunung Tuleh 18. 943
Pasaman 51. 654
Sasak Ranah Pasisie 12. 497
Luhak Nan Duo 32. 699
Kinali 51.393
Talamau 24.783

Sumber: BPS Kota Padang

44  Produksi Domestik Bruto ( PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Bruto (
PDRB ) baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. PDRB didefinisikan
sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu
wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh seluruh unit ekonomi.
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PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga
konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung
menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas harga berlaku
dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas
harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke

tahun.

Selain itu ada tiga pengertian Produk Domestik Bruto yang perlu dari segi

yang berlainan:

a. Dari Segi Produksi

Produk Domestik Bruto adalah merupakan jumlah nilai tambah produk
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam
suatu daerah (propinsi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu
tahun). Nilai tambah produk tersebut dihasilkan oleh sektor-sektor
perekonomian yang produktif, yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan

2. Pertambangan

3. Industri pengolahan

4. Perusahaan listrik, air dan gas

5. Industri bangunan

6. Pengangkatan dan pergudangan

7. Perdagangan
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8. Bank dan badan keuangan
9. Pemilikan tanah
10. Administrasi rumah
11. Jasa-jasa lainnya
b. Dari Segi Pendapatan
Produk Domestik Bruto adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh
factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu
daerah dalam jangka waktu ( biasanya satu tahun).
c. Dari Segi Pengeluaran
Produk Domestik Bruto adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan
untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari
untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan
stock dan ekspor netto (barang keluar dikurangin barang yang masuk
suatu daerah/propinsi), di dalam suatu daerah/propinsi dalam jangka

waktu tertentu (biasanya satu tahu).

Perhitungan Pendapatan Daerah Regional Kabupaten Pasaman Barat telah
dilakukan dengan kombinasi metode produksi dan penerimaan. Metode ini
didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode yang digunakan
sebelumnya di beberapa daerah dantersedianya data statistic untuk masing-masing

sektor yang dilakukan perhitungannya. Ini berarti pendapatan regional di dasarkan
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kepada perhitungan menurut lapangan usaha sebagaimana terdapat dalam pendapatan
nasional.
Perhitungan PDRB mencerminkan antara lain sebagai berikut:

1. Mencerminkan produktivitas yang dapat dicapai secara menyeluruh,
dengan memanfaatkan seluruh sumber yang tersedia, serta seluruh
potensi dan pola ekonomi daerah.

2. Sampai seberapa jauh daerah telah dapat memberikan sumber
penghidupan/penghasilan ~ kepada  berbagai  golongan  di
dalammasyarakat maupun kepada pemerintah yaitu berupa: gaji,
bunga, sewa tanah, keuntungan dan pajak-pajak.

3. Dapat memberikan gambaran tenrang pertumbuhan ekonomi, struktur
ekonomi, pendapatan sebagai hasil pembangunan serta dapat
mengetahui adanya factor inflasi dan deflasi.

4. Dari penghasilan yang diterima oleh berbagai golongan dalam
masyarakat tersebut akan dapat digunakan untuk membeli barang-
barang dan jasa-jasa berupa barang modal dan barang-barang
konsumsi. Dari konsumsi ini akan terlihat seberapa jauh tingkat
penghidupan yang telah dicapai oleeh golongan masyarakat tersebut.
Pada table berikut ini dapat dilihat perkembangan PDRB Kabupaten
Pasaman Barat menurut harga konstan pada tahun 2000, tahun 2004-

2010.
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Tabel 4.5
PDRB Kabupaten Pasaman Barat atas Harga Konstan 2000 tahun 2004-2009

(Jutaan Rupiah)

Tahun Jumlah Pertumbuhan (%)
2004 1.886.612,80 6,47

2005 1.988.702,87 6,54

2006 2.115.152,38 6,36

2007 2.250.818,83 6,41

2008 2.394.846,42 6,40

2009 2.554.855,11 6,26

Sumber : BPS Kota Padang

Dengan memperhatikan table diatas dapat kita ketahui bahwa kenaikan PDRB
Kabupaten Pasaman Barat rata-rata selama periode 2004-2009 adalah 6,41%.
Sedangkan kenaikan yang tertinggi terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar 6,54%.
Sedangkan kenaikan yang terendah terjadi pada tahun 2008 ke tahun 2009 yakni
sebesar 6,26%. Terjadinya penurunan laju pertumbuhan PDRB tersebut adalah

sebagai akibat turunnya laju pertumbuhan beberapa sektor ekonomi yang potensial.

Jika dilihat dari persentase PDRB Pasaman Barat terhadap PDRB Sumatera
Barat memiliki peranan cukup besar terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat,

dibandingkan dengan daerah lainnya, seperti yang terlihat pada table berikut ini:
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Table 4.6

Perbandingan PDRB Kabupaten Pasaman Barat atas Harga Konstan 2000
dengan PDRB Sumatera Barat tahun 2004-2009 (Milyar Rp)

Tahun PDRB Perbandingan PDRB (%)
PasBar Sumbar PasBar Sumbar
2004 1.866,61 25.578,14 6,77 100
2005 1.988,70 25.159.,48 6,82 100
2006 2.115,11 30.999,95 6,83 100
2007 2.250,82 32.912,97 6,84 100
2008 2.394,85 35.007,92 6,84 100
2009 2.554,86 36.464,58 6,98 100

Sumber : BPS Kota Padang

Pada tabel diatas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Pasaman Barat dari tahun
ketahun mengalami peningkatan, hal ini juga menggambarkan semakin meningkatnya
perekonomian Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2004 PDRB Kabupaten
Pasaman Barat nilainya adalah Rp.1.866,61 milyar sedangkan Sumbar adalah Rp.
25.578,14 milyar, jumlah ini terus meningkat menjadi sebesar Rp. 1.988,70 milyar
untuk Kabupaten Pasaman Barat dan Rp. 25.159,48 milyar untu Sumbar. Jika kita
lihat peranan atau kontribusi PDRB Kabupaten Pasaman Barat terhadap Sumbar juga
meningkat dari tahun ketahun, yakni sebesar 6,77 % pada tahun 2004 dan menjadi

6,82 % pada tahun 2005.
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BAB YV

HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1  Penemuan Empiris

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab pendahuluan, bahwa dengan
mengkaji perubahan produksi kelapa sawit dan perubahan produksi jagung yang
merupakan penyebab terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian
khususnya lahan sawah sehingga berdamapak negatif terhadap produksi tanaman
pangan/padi di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan dengan menggunakan
metode Ordinary Least Square (OLS).

Dengan memperhatikan variabel-variabel yang ikut mempengaruhi alih fungsi
lahan maka dipakai data sekunder yang diperoleh dari BiroPusat Statistik kota
Padang. Dalam penelitian ini akan dilihat seberapa jauh pengaruh alih fungsi lahan
pertanian terhadap perubahan produksi kelapa sawit dan perubahan produksi jagung

di Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil perhitungan persamaan regresi dalam bentuk berganda (non linear)

adalah sebagai berikut:
AQt =2174,3 - 2,556X1 - 0,076X2
(-2.524) (-7.544)

R?*=0,878
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F test = 28,654

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh koefisien determinasi (R?)
sebesar 0,878. Angka ini menunjukkan 87,8% dari perubahan variabel dependent
dapat diterangkan oleh variabel independent atau 88 % pengaruh produksi tanaman
pangan/padi akibat alih fungsi lahan dapat diterangkan dari perubahan produksi
tanaman kelapa sawit dan perubahan produksi tanaman jagung. Ini juga berarti bahwa
pengaruh variabel-variabel independent tersebut signifikan terhadap perubahan
produksi tanaman pangan/padi di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian
perubahan variabel Qt yang disebabkan oleh variabel lain yang dikesampingkan oleh

model ini adalah sebesar 12%.

Persamaan diatas menunjukkan koefisien regresi (X1) yaitu perubahan
produksi kelapa sawit sebesar 2,556 ton/ha akibat pengaruh alih fungsi lahan. Ini
berarti jika perubahan produksi kelapa sawit meningkat maka jumlah produksi
tanaman pangan akan menurun sebesar 2,556 ton/ha di daerah kecamatan di
Kabupaten Pasaman Barat. Dengan kata lain telah terjadi alih fungsi lahan pertanian
tanaman pangan/padi menjadi tanaman kelapa sawit. Dari nilai t-hitung yang
diperoleh 2,524 > t-tabel 2,262, berarti hubungan antara perubahan produksi kelapa
sawit dan produksi tanaman pangan dan alih fungsi lahan adalah signifikan. Berarti
perubahan produksi kelapa sawit memperlihatkan pengaruh yang signifikan akibat
alih fungsi lahan dan akan bardampak terhadap penurunan produksi tanaman pangan

di Kabupaten Pasaman Barat.
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Nilai koefesien (X2) adalah koefisien regresi yaitu perubahan produksi jagung
sebesar 0,076 ton/ha akibat alih fungsi lahan. Ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan
perubahan produksi jagung sebesar 0,076 ton/ha , maka produksi tanaman
pangan/padi akan berkurang sebesar 0,076 ton/ha per tahun di daerah kecamatan di
Kabupaten Pasaman Barat. Hasil estimasi ini didukung hasil uji t statistik yang
signifikan pada tingkat signifikansi a = 5%. Ini berarti pula bahwa antara tahun
2008-2009 banyak terjadi alih fungsi lahan sawah ke nonsawah, sehingga terjadi
penurunan produksi tanaman pangan di daerah kecamatan di Kabupaten Pasaman

Barat.

Setelah analisis regresi, maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F

dimana hipotesis penelitian ini adalah:

Ho = variabel independent yaitu luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian

secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent.

H, = variabel independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependent.

Pengujian secara keseluruhan dari variabel independent, yaitu pengaruh dari
luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian ternyata signifikan dengan derajat
99 %. Nilai ini diperoleh dengan pengoperasian data sebesar (F=28,654) lebih besar
jika dibanding dengan F-tabel (4,46). Dari kedua variabel secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap total produksi tanaman pangan di
Kabupaten Pasaman Barat, maka Ho ditolak dan hipotesi H1 dapat diterima karena

terdapatnya hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent.
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5.2  Implikasi Kebijakan

Perlu digaris bawahi bahwa penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian
boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak
mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan
lahan pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan
pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada
eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai
yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa (service) yang dihasilkan maupun beragam
fungsi yang melekat di dalamnya.

Sehubungan dengan isu di atas, Pearce and Turner (1990) merekomendasikan
tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah
(wetland), yaitu melalui : (1) regulation; (2) acquisition and management; dan (3)
incentive and charge. Uraian singkat dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai
berikut :

1. Regulation.

Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah
aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan
teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bisa melakukan pewilayahan
(zoning) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain
itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua
pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan. Dalam tatanan

praktisnya, pola ini telah diterapkan pemerintah melalui penetapan Rencana Tata
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Ruang Wilayah dan pembentukan Tim Sembilan di tingkat kabupaten dalam proses
alih fungsi lahan. Sayangnya, pelaksanaan di lapang belum sepenuhnya konsisten
menerapkan aturan yang ada.

2. Acquisition and Management.

Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan
aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure
system) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan
pertanian.

3. Incentive and Charges.

Pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan
yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan
keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan
dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pengembangan
prasarana yang ada lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan
budidaya pertanian berikut usaha ikutannya.

Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan
pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan
pendekatan pengendalian sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diwujudkan
suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu
memecahkan kebuntuan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya. Adapun
komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif

masyarakat. Instrumen hukum meliputi penerapan perundang-undangan dan
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peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan. Sementara itu, instrumen
ekonomi mencakup insentif, disinsentif, dan kompensasi.

Kebijakan pemberian insentif diberikan kepada pihak-pihak yang
mempertahankan lahan dari alih fungsi. Pola pemberian insentif ini antara lain dalam
bentuk keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta kemudahan sarana produksi
pertanian (Isa, 2006). Sebaliknya, disinsentif diberikan kepada pihak-pihak yang
melakukan alih fungsi lahan yang implementasinya berlawanan dengan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kompensasi ditujukan untuk
pihak-pihak yang dirugikan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan,
atau yang mencegah terjadinya alih fungsi demi kelestarian lahan sebagai sumber
produksi pertanian (pangan). Dengan kata lain, penerapan instrumen-instrumen
tersebut berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi pelanggaran (reward
and punishment).

Sebenarnya pengendalian konversi lahan pertanian, khususnya sawah ke
penggunaan non pertanian dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu (a)
pengendalian melalui kelembagaan dan pengaturan tentang pengalihan dan penata-
gunaan lahan sawah (regulation), (b) pengendalian melalui intrumen ekonomi, seperti
melalui mekanisme kompensasi, kebijakan penerapan pajak progresif dan bank tanah.
Mengenai pengendalian memalui instrumen ekonomi atau mekanisme konpensasi
belum ada yang melakukan secara tuntas, walaupun ada baru sebatas pemikiran dan

konsepkonsep.
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Pendekatan ekonomi yang sudah dicoba dirintis oleh pemerintah adalah
melalui penerapan pajak progresif pemilikan lahan. Namun pada tingkat pelaksanaan
di lapangan masih terdapat kelebihan dan kekurangan dibanding dengan sistim
penerapan peraturan. Sebagai ilustrasi Kantor Menteri Agraria/BPN (1999)
memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan antara pengendalian pemilikan dan
penguasaan tanah melalui penerapan peraturan dan kebijakan penerapan pajak
progresif. Jadi kalau ditelaah lebih jauh, tampak bahwa pendekatan dalam
pemecahan masalah pertanahan kedua-duanya ada kelemahan dan kelebihan. Secara
gamblang dapat dikatakan bahwa pendekatan yang hanya menggunakan structural
kelembagaan banyak menciptakan peluang “mengakali” peraturan tersebut.
Sedangkan pendekatan ekonomi baik dengan konpensasi maupun pajak progresif,
maka akan mengarah kepada kondisi kapitalis dimana secara perlahan-lahan
sumberdaya alam (lahan) akan dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang yang modalnya
kuat.

Sedangkan mengenai kelembagaan dan pengaturan serta penata-gunaan lahan
sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun
daerah. Hal ini telah diungkap oleh Sumaryanto dkk (1995); Mariadi dan Suryanto
(1997); Jamal dan Djauhari (1998), serta Jamal (1999). Dari beberapa ungkapan
tersebut tampak bahwa peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan ada beberapa
kelemahannya diantaranya adalah :

a. Sistim perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian konversi

lahan sawah sebagin besar bersifat implisit, sehingga pada aplikasinya di lapangan
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masih banyak celah-celah yang bisa diupayakan dikonversi tanpa melanggar
peraturan tersebut.

b. Peraturan dan perundangan yang satu dengan lainnya bersifat dualisme dan
paradox. Disatu sisi peraturan hendak melindungi pengalih-gunaan lahan sawah
namun disisi lain pemerintah mendorong pertumbuhan industri yang pada
kenyataanya terjadi pada sumberdaya yang baik (sawah).

c. Peraturan tersebut terputus antara peraturan yang satu dengan lainnya
dalam sektor yang berbeda, sehingga tidak meliputi dan mendorong kerangka kerja
yang integratif dan koordinatif.

d. Peraturan tersebut hanya bersifat enforcement, tetapi tidak diikuti oleh
control dan penegakan supremasi hukum. Dengan demikian dijadikan celah-celah
oleh aparat daerah untuk memperoleh keuntungan sesaat.

e. Peraturan yang ada cenderung hanya bersifat melarang pengalihan
penggunaan lahan sawah, tanpa memberikan alternatif pemecahannya, sementar
upaya pengembangan industri kadang kala terpaksa dilakukan di persawahan.
Misalnya pada Surat Edaran Mentari Agraria/Kepala BPN No. 460-1594 tanggal 5
Juni 1996 secara implisit terkandung makna bahwa sawah yang sudah kering seolah-
olah boleh dialih fungsikan menjadi non pertanian.

f. Kekuatan hukum peraturan yang dibuat, kadang-kadang tidak mendudukan
status hukum sesuai dengan porsinya. Misalnya undang-undang di atur kembali oleh
Kepres atau Kepmen, atau yang seharusnya diperdakan ternyata cukup dengan

mengeluarkan SK. Dengan demikian memberikan celah-celah untuk melakukan
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pelanggaran dengan tidak terjerat oleh hukum karena sulit untuk dibuktikan (alibi).
Sebagai contoh Keppres No. 55/1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum. Padahal kalau dilihat UU Pokok Agraria
No. 5/1996 pasal 18, seharusnya diatur oleh Undang-Undang.

Pemerintah pusat, telah mengeluarkan berbabagai keputusan dan perundang-
undangan dalam rangka pembatasan dan pengendalian konversi lahan pertanian ke
non pertanian. Seperti yang telah diungkapkan oleh Sumaryanto dkk (1995); Mariadi
dan Suryanto (1997); Jamal dan Djauhari (1998), serta Jamal (1999), bahwa bentuk
perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 tahun 1974 tentang ketentuan-
ketentuan

mengenai Penyediaan dan Pemberian tanah untuk keperluan persawahan.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53 tahun 1989 tentang

kawasan Industri.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 1990 tentang

penggunaan lahan kawasan Industri.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 tahun 1993 tentang

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.

e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 tahun 1993 tentang

Tata Cara Memperoleh Izin lokasi dan Hal Atas Tanah bagi perusahaan

dalam rangka penanaman modal.
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f. Surat Edaran Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 4102261 tanggal 22 Juli 1994 perihal pencagahan penggunaan
tanah sawah ber-irigasi teknis untuk penggunaan non pertanian.

g. Surat Edaran Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 4603364 tanggal 31 Oktober 1994 perihal pencagahan
penggunaan tanah sawah ber-irigasi teknis untuk penggunaan non
pertanian.

h. Surat Edaran Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 4601594 tanggal 5 Juni 1996 perihal pencagahan penggunaan
tanah sawah ber-irigasi teknis menjadi lahan kering.

i. Surat Edaran Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994 perihal efisien
pemanfaatan lahan bagi pembangunan perumahan.

j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sedangkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian perubahan
lahan sawah dituangkan dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) wilayah dan
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Daerah. Secara implisit tata ruang tersebut
adalah mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah menjadi non sawah, karena
pada RUTR tersebut sudah jelas baik dari aspek hukum maupun tekniknya bahwa

setiap wilayah (sawah) memiliki fungsi dan kegunaan yang secara wilayah sudah
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ditetapkan peruntukannya. Berarti, apabila dalam pelaksanaannya terjadi
penyimpangan, maka sebenarnya dapat dikatakan sudah melanggar hukum. Namun
pada kenyataannya di lapangan, sering terjadi penyimpangan karena masih
memungkinkan untuk diadakan revisi-revisi. Disamping itu lemahnya pengawasan
dari implementasi peraturan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan
pengaturan alokasi lahan dengan RUTR tersebut belum sepenuhnya efektif.

Bertitik tolak pada hipotesis dan tujuan penelitian, maka selanjutnya dapat
diuraikan implikasi dan kebijakan apa yang perlu diambil. Hasil analisa yang
diperoleh dari koefisien-koefisien regresi diatas ternyata dapat memberikan gambaran
atas total produksi tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Digambarkan
bahwa variabel-variabel independent yaitu luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan
memiliki nilai elastisitas yang signifikan terhadap variabel dependent yaitu produksi
tanaman pangan.

Penurunan luas areal persawahan sejalan dengan makin meluasnya areal
pertanaman kelapa sawit dan jagung didaerah ini. Pada tahun 2005, luas sawah
Kabupaten Pasaman Barat tercatat 16.127 ha dengan luas panen 17.597 ha dan
Indeks pertanaman 1,09. Kondisi ini memberikan pengertian bahwa sebagian besar
lahan diusahakan kurang dari 2 kali tanam setahun.Tingkat produktifitas lahan sawah
daerah ini cukup baik dengan rata-rata produksi 4,4 t/tahun, namun sebagian petani
menggunakan lahan sawahnya untuk budidaya jagung pada musim kemarau. Petani

menganggap usahatani jagung lebih menguntungkan dibandingkan padi sawah.
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Dalam priode tahun 2005-2007 terjadi penurunan luas areal persawahan secara
komulatif sebesar 1.287 ha.

Untuk mengurangi penurunan jumlah lahan sawah tersebut perlu dilakukan
pencetakan sawah bukaan baru seluas 400-500 ha di Kabupaten Pasaman Barat
pertahun dalam jangka waktu 8 tahun diharapkan mampu mengatasi peralihan fungsi
lahan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan pengalaman petani diketahui bahwa
dibutuhan waktu 4-5 tahun untuk mendapatkan produktifitas rata-rata 4 t/ha pada
sawah bukaan baru. Petani membutuhkan biaya dan tenaga yang cuku besar untuk
mencapai kemapanan produksi. Untuk itu, perlua ada pemberian bantuan ameliorasi
lahan dan benih dari Pemerintah Daerah agar pencapaian peningkatan produksi tidak
memberatkan petani. .Program perluasan areal tanam akan menjawab permasalahan
penyusutan laan produktif yang kurang menguntungkan bagi kemandirian pangan
daerah.

Selain itu dengan adanya aturan adat lokal berupa kesepakatan masyarakat
nagari (desa) untuk mempertahan lahan sawah seluas 700 ha sebagai lumbung pangan
melalui hukum adat di Kecamatan Sungai Aur merupakan sala satu cara yang perlu
dikembangkan di Pasaman Barat. Kepedulian masyarakat adat mengenai penyedian
pangan lokal lebih efektif dalam menekan perubahan fungsi lahan sawah di daerah

ini.



BAB V1

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian yang telah

dilakukan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi
tanaman kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat adalah signifikan dan
berkorelasi negatif. Dimana semakin luas alih fungsi lahan pertanian untuk
tanaman kelapa sawit akan mengakibatkan penurunan produksi tanaman
pangan/padi . Dengan kata lain ketahanan pangan juga akan menurun.

2. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi
tanaman jagung di Kabupaten Pasaman Barat adalah signifikan dan

berkorelasi negatif. Dimana semakin luas alih fungsi lahan pertanian untuk

tanaman jagung aka; mengakibatkan penurunan produksi tanaman
pangan/padi . Dengan kata lain ketahanan pangan juga akan menurun.

3. Secara bersama-sama perubahan jumlah produksi tanaman kelapa sawit
dan tanaman jagung yang meningkat akibat pengaruh alih fungsi lahan
pertanian di Kabupaten Pasaman Barat akan mengakibatkan penurunan

produksi tanaman pangan/padi.
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6.2

Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan kesimpulan di atas maka

saran yang dapat penulis berikan antara lain :

Menyadari permasalahan tersebut, pemerintah harus menetapkan beberapa
ketentuan di dalam kebijakan untuk membatasi dan atau mencegah
konversi lahan pertanian yang subur menjadi penggunaan lahan
nonpertanian di Kabupaten Pasaman Barat, salah satunya adalah kebijakan
program cetak sawah baru.

Penentu kebijakan pertanian perlu memberikan penyuluhan dan sosialisasi
kepada masyarakat untuk tetap memproduksi padi sebagai tanaman
pokok. Sosialisasi tersebut lebih menekankan pemberdayaan alih fungsi
lahan pertanian ke perkebunan hanya untuk alternatif pemenuhan
kebutuhan masyarakat setempat sedangkan prioritas utama yakni
peningkatan hasil tani di Kabupaten Pasaman Barat.

Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan subsidi kepada petani.
Subsidi yang dilakukan pemerintah adalah dengan membeli hasil produksi
pertanian tanaman pangan dengan harga mahal dari petani dan kemudian
dijual dengan harga murah. Jika pemerintah ikut campur tangan dalam hal
pemasaran hasil pertanian petani, maka alih fungsi lahan khususnya lahan-

lahan yang cocok untuk pertanian tidak akan dilakukan petani.
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Lampiran 1

Data yang diolah tahun 2008-2009

Perubahan Perubahan Perubahan
jumlah jumlah jumlah
produksi padi | produksi sawit produksi
Kecamatan (AY) (AS) jagung (AJ)
Sungai Beremas 1363 173 285
Ranah Batahan 2921 173 2306
Koto Balingka 383 248 3501
Sungai Aua 1106 466 353
Lembah Melintang 4517 242 28753
Gunung Tuleh 357 718 1749
Talamau 1468 90 110
Pasaman 1266 766 2384
Luhak Nan Duo 1249 251 1090
Sarasak Ranah Pasisie 213 176 242
Kinali 6030 544 76944




Regression

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
perubahan produksi padi 1924.82 1839.210 11
perubahan produksi sawit 414.27 232.300 11
|perubahan produksi jagung 1.07E4 23479.848 11
Correlations
perubahan  |perubahan |perubahan
produksi produksi produksi
padi sawit jagung
gl PRFL . prodetatl. s -079 883
|Correlation padi
porchetion  peodelnit o9 1.000 253
sawit
pescistion - produksi] oo, 253 1.000
Jagung
Sig. (1-tailed) pen_xbahan produksn. 409 000
padi
perubahan  produksif . 226
sawit
Prison. - peodaksh o 226
Jagung
N perubahan  produksi 1 1 1
padi
paribaign. - profeleil, | 11 11
sawit
perubahan  produksi 1 1 1
jagung




Variables Entered/Removed”

Model Variables Entered Variables Removed Method
1 Iperubahan produksi
jagung, perubahan|. Enter
fproduksi sawit"

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: perubahan produksi padi

Model Summary”
Std. Error of the
Model |R R Square Adjusted R Square |Estimate
1 937 878 847 719.696

a. Predictors: (Constant), perubahan produksi jagung, perubahan produksi sawit
b. Dependent Variable: perubahan produksi padi

ANOVA®
Sum of
Model Squares df |Mean Square F Sig.
1 Regression 2.968E7 P 1.484E7| 28.654 .000%
Residual 4143701.652 8] 517962.706
Total 3.383E7 10

a. Predictors: (Constant), perubahan produksi jagung, perubahan produksi sawit
b. Dependent Variable: perubahan produksi padi

Coefficients"

Standardize
Unstandardized d
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 2174.2701 460.237 4.724 001
perubahan produksi | 5 550l 013 323 -2.524] 036
sawit
perubahan produksi -076 010 -965| -7.544 .oool
jagung

a. Dependent Variable: perubahan produksi padi




Residuals Statistics"

Minimum | Maximum | Mean |Std. Deviation
Predicted Value 396.39] 6343.57| 1924.82 1722.883 11
Residual -918.421] 1014.667 .000 643.716 11
Std. Predicted Value -.887 2.565 000 1.000 11
Std. Residual -1.276 1.410 000 .894 11

a. Dependent Variable: perubahan produksi padi

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: perubahan produksi padi
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Dependent Variable: perubahan produksi padi
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